
 
 
 
 

KEPALA DESA CABEYAN 

KECAMATAN BENDOSARI 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

PERATURAN DESA CABEYAN 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA CABEYAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah 
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi, perlu 
didirikan Badan Usaha Milik Desa; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah, 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa 
dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan 
Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan 
Usaha Milik Desa; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun  1950   tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

SALINAN 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 53); 

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan 
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor  252); 

 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha 
Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2018 Nomor 18); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor Nomor 6); 
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14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 48), Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

16. Peraturan Desa Cabeyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa Cabeyan (Lembaran Desa Tahun 2019 
Nomor 1); 

17. Peraturan Desa Cabeyan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 
(Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2); 

   
  Dengan Kesepakatan Bersama 
   
  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABEYAN 
   
  Dan 
   
  KEPALA DESA CABEYAN 
   
  MEMUTUSKAN : 
   
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK 

DESA 
   
   
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
   
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari Kabupaten 
Sukoharjo. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih 
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan 
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Desa. 

 

7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 

8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau 
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk 
sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Badan Permusyawaratan  Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.        

10. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana 
organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. 

 

 

11. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang 
penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar 
memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, 
penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa. 

12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa 
yang terdiri atas musyawarah Desa, penasihat, pelaksana 
operasional, dan pengawas. 

13. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. 

14. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa 
yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi 
dan tujuan BUM Desa. 

15. Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan 
aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa. 

16. Aset Desa adalah adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB 
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

17. Aset   BUM Desa  adalah   harta     atau    kekayaan   milik BUM   
Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat 
dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak 
berwujud,sebagai sumber ekonomi yang diharapkan 
memberikan manfaat atau hasil. 

18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data 
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan 
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, 
jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi 
informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan 
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strategis pembangunan Desa. 

   
  BAB II 

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR 
BUM DESA 

   
  Bagian Kesatu 
  Pendirian BUM Desa 
   
  Pasal 2 

 
  Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, 

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Cabeyan 
mendirikan BUM Desa. 

   
  Pasal 3 

 
  (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan musyawarah 

Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) Organisasi BUM Desa terpisah dengan organisasi pemerintah 
Desa. 

(3) Modal Awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa 
dan/atau Penyertaan Modal Masyarakat Desa. 

(4) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha 
BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(5) Desa yang sudah mendirikan BUM Desa melakukan pengurusan 
badan hukum kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-
undangan tentang BUM Desa. 

   
  Bagian Kedua 
  Pengesahan Anggaran Dasar 
   
  Pasal 4 

 
  Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa  Cabeyan sebagaimana 

terlampir dalam Peraturan Desa ini. 

   
  BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 
   
  Pasal 5 

 
  (1) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM 

Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa 
ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa 
jabatan dimaksud. 

(2) Periode jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa 
yang dibentuk pada saat diundangkanya peraturan Desa ini, 
berpedoman pada peraturan Desa ini. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

   
  Pasal 6 

 
  Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa 

Cabeyan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik 
Desa (BUM-Desa) Beja mulya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   
   

Pasal 7 
 

  Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 
Cabeyan 

 
 Ditetapkan di Cabeyan 

Pada tanggal 27 November 2021 
 KEPALA DESA CABEYAN 

 
TTD 

 
SUGIYONO 

 
Diundangkan di Cabeyan 
Pada tanggal 27 November 2021 
SEKRETARIS DESA CABEYAN 
 
                 TTD 
 
JOKO KRISDIYANTO 
 

LEMBARAN DESA CABEYAN TAHUN 2021 NOMOR 9 
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 LAMPIRAN 

 PERATURAN DESA CABEYAN 

 NOMOR : 5 

 TANGGAL : 27 November 2021 

 

ANGGARAN DASAR 

BUM DESA CABEYAN 

 

MUKADIMAH 

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai 

pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah 

lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai 

badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin 

penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen 

berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, 

penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat 

menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap 

memberikan manfaat bagi masyarakat.  

 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi 

oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari 

kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ 

tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi 

tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing 

individu. 

 

 

 

 

 

 

 



-8- 
 

BAB I 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

 

Pasal 1 

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa BEJA MULYA Desa Cabeyan 

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa. 

(2) BUM Desa BEJA MULYA Desa Cabeyan berkedudukan di Desa 

Cabeyan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. 

(3) Dalam hal pengembangan/ perluasan usaha wilayah BUM Desa 

dapat berlokasi diluar Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari. 

(4) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP PENDIRIAN BUM DESA 

 
Pasal 2 

Maksud Pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung 

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang 

dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 

 

Pasal 3 

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:  

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, 

serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan 

potensi Desa; 

b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang 

dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat 

Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; 

c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan 

pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya 

manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; 

d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset  

Desa; dan 

e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. 

 

Pasal 4 

BUM Desa/BUM Desa bersama mempunyai fungsi : 

a. konsolidasi produk barang dari/atau jasa masyarakat Desa; 

b. Produksi barang dan/atau jasa; 

c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa; 

d. inkubasi  usaha  masyarakat  Desa; 

e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa; 

f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; 

g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, 

religiusitas, dan sumber daya alam; 

h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa. 

i. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi Desa;  

j. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 

dengan pihak ketiga; dan  
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k. membuka lapangan kerja; 

 

Pasal 5 

Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip : 

a. profesional; 

b. terbuka  dan  bertanggung  jawab; 

c. partisipatif; 

d. akuntabel dan transparan 

e. prioritas  sumber  daya   lokal;  dan 

f. berkelanjutan. 
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BAB III 

UNIT USAHA DAN JENIS USAHA 

 
Pasal 6 

(1) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat 

hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar 

modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa. 

(3) Unit Usaha BUM Desa dapat menjalankan kegiatan pada  bidang 

sebagaimana berikut : 

a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, 

budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata 

cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat; 

b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; 

c. jaringan distribusi dan perdagangan; 

d. layanan jasa keuangan; 

e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, 

elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman; 

f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;  dan 

g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. 

 

Pasal 7 

Jenis Usaha BUM Desa menjalankan usaha sebagaimana berikut: 

a. Bidang perdagangan besar dan eceran yang 

meliputi: 

1 46900 PERDAGANGAN 
BESAR 

BERBAGAI 
MACAM 

BARANG 

Kelompok ini mencakup 
usaha perdagangan besar 

berbagai macam barang 
yang tanpa 

mengkhususkan barang 
tertentu (tanpa ada 
kekhususan tertentu). 

 
b. Bidang pertanian yang meliputi: 

1 0113

3 

PERTANIAN 
HORTIKULTURA 

SAYURAN BUAH 

Kelompok ini mencakup 
usaha pertanian 

hortikultura sayuran buah 
mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, 
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penanaman, 

pemeliharaan, juga 
pemanenan dan pasca 
panen jika menjadi satu 

kesatuan kegiatan 
tanaman hortikultura 

buah yang dipakai sebagai 
sayuran (labu), seperti 
mentimun, terung, tomat, 

belimbing sayur dan labu 
sayur (siam), waluh/labu 

kuning, gambas/oyong 
dan sejenisnya. Termasuk 
kegiatan pembibitan dan 

pembenihan tanaman 
hortikultura sayuran 
buah. 

2 0122

0 

PERTANIAN 
BUAH-BUAHAN 
TROPIS DAN 

SUBTROPIS  
 

Kelompok ini mencakup 
usaha pertanian mulai 
dari kegiatan 

penyiapan/pelaksanaan, 
penanaman, pembibitan, 

pemeliharaan, 
pemanenan dan pasca 
panen buah-buahan tropis 

dan subtropis, 
seperti rambutan, alpukat, 
durian, duku, pisang dan 

pisang raja, 
kurma, buah ara, pepaya, 

jambu biji, jambu air, 
lengkeng, nangka, 
nenas, mangga, manggis, 

sawo, belimbing, salak, 
sirsak, buah naga 
dan sejenisnya. Termasuk 

kegiatan pembibitan dan 
pembenihan 

tanaman buat tropis dan 
subtropis.  
 

3 0113 PERTANIAN 
SAYURAN, BUAH 
DAN ANEKA 

UMBI  
 

Subgolongan ini 
mencakup :   
- Pertanian hortikultura 

sayuran seperti asparagus, 
kol, kembang kol 
dan brokoli, selada dan 

chicory, bayam, tumbuhan 
yang bunganya 

dimakan sebagai sayur, 
dan sayuran daun dan 
batang lainnya   

- Pertanian hortikultura 
buah, seperti semangka, 
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blewah, labu buah, 

melon dan sejenisnya   
- Pertanian aneka umbi 
hortikultura, seperti 

kentang, kentang 
manis, wortel, lobak cina, 

bawang putih, bawang 
bombay atau 
bawang merah, bawang 

perai dan sayuran 
alliaceous lainnya   

- Perrtanian tanaman 
aneka umbi palawija, 
seperti ubi kayu, ubi 

jalar, talas, ganyong, irut, 
gembili dan tanaman 
aneka umbi palawija 

lainnya   
- Pertanian buah yang 

dipakai sebagai sayuran, 
seperti mentimun, 
terung, tomat, belimbing 

sayur dan labu sayur dan 
lainnya   

- Pertanian jamur dan 
truffle   
- Pertanian bibit sayuran, 

kecuali bibit tanaman bit  
- Pertanian bit gula  
- Pertanian sayuran 

lainnya  
 

 0161

9 

JASA 

PENUNJANG 
PERTANIAN 
LAINNYA 

Kelompok ini mencakup 

jasa penunjang pertanian 
lainnya yang belum 
termasuk dalam kelompok 

jasa penunjang pertanian 
di atas, seperti 

penyelenggaraan 
pengairan/penyiraman 
serta penyediaan alat 

pertanian berikut 
operatornya, pemeliharaan 

dan perawatan alat 
pertanian atas dasar balas 
jasa (fee) atau kontrak. 

Penyewaan khusus alat 
pertanian tanpa 
operatornya dimasukkan 

dalam 77305 
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c. Bidang air bersih yang meliputi: 

1 36003 AKTIVITAS 

PENUNJANG 
PENGELOLAAN 
AIR 

Kelompok ini mencakup 

usaha atau kegiatan 
yang secara langsung 
berhubungan dengan 

usaha pengadaan dan 
penyaluran air bersih, 
seperti jasa pencatatan 

meteran, pemberian 
tagihan dan kegiatan 

penunjang lainnya. 
Kegiatan pada kelompok 
ini termasuk distribusi 

air yang dilakukan 
perorangan seperti 
pedagang air 

pikulan/dorongan/mobil 
tangki. 

.  

d. Bidang Jasa persewaan venue ( Gedung ) , 

kios desa dan pasar Desa : 

 478 PERDAGANGAN 
ECERAN KAKI LIMA 

DAN LOS PASAR 

 

Golongan ini 
mencakup 

perdagangan eceran 
dari berbagai jenis 
produk baru atau 

bekas yang biasanya 
kiosnya dapat 

dipindahpindah 
sepanjang jalan umum 
(kaki lima) atau pada 

tempat pasar 
yang tetap (los pasar). 
Cakupan penjualan 

eceran pada golongan 
ini 

berupa makanan, 
minuman dan 
tembakau, tekstil, 

pakaian dan 
produk alas kaki, 

karpet dan permadani, 
buku, permainan dan 
mainan, perlengkapan 

rumah tangga dan 
elektronik 
konsumen,perekam 

musik dan video. 
Tidak termasuk dalam 

golongan ini 
perdagangan eceran 
makanan yang 

disiapkan untuk 
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segera 

dikonsumsi, pedagang 
keliling dan tempat 
dengan struktur tetap 

dalam suatu lokasi. 

 68112 PENYEWAAN VENUE 
PENYELENGGARAAN 

AKTIFITAS MICE 
DAN  

EVENT KHUSUS 
 

Kelompok ini 
mencakup 

menyewakan tempat 
dan fasilitas untuk 

penyelenggaraan 
kegiatan pertemuan, 
perjalanan insentif, 

konvensi, 
dan pameran atau 
untuk 

penyelenggaraan event 
khusus. Penyewaan 

dilakukan dalam 
periode tertentu untuk 
masa persiapan, 

penyelenggaraan 
acara, dan masa 

pembongkaran. 
Tempat yang 
dimaksud mencakup 

convention center, 
exhibition center, 
special 

venue/ multi purpose 
venue.  

 

 

e. Bidang Pariwisata yang meliputi : 

 9329 AKTIVITAS HIBURAN 
DAN REKREASI 

LAINNYA YTDL  
 

Sub golongan ini 
mencakup kegiatan 

hiburan dan rekreasi 
lain 

(kecuali taman 
hiburan dan taman 
bertema) yang tidak 

diklasifikasikan di 
tempat lain :   

- Kegiatan taman 
rekreasi, pantai, 
termasuk penyewaan 

fasilitas 
seperti kamar mandi, 
loker, tempat duduk 

dan lain-lain   
- Kegiatan operasional 

bukit ski   
- Penyewaan 
perlengkapan rekreasi 

dan hiburan yang 
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merupakan 

bagian yang tidak 
terpisahkan dari 
fasilitas rekreasi   

- Kegiatan operasional 
pekan raya dan 

pertunjukan rekreasi 
alami   
- Kegiatan operasianal 

diskotek dan lantai 
dansa   

- Kegiatan hiburan 
dan rekreasi lainnya   
- Kegiatan produser 

atau pengusaha 
pertunjukan langsung 
selain 

pertunjukan olahraga 
atau seni, dengan 

atau tanpa fasilitas.   
 

Subgolongan ini tidak 
mencakup :   

- Pelayaran 
pemancingan, lihat 

5011, 5021   
- Penyediaan tempat 
dan fasilitas untuk 

tinggal dalam waktu 
yang 
singkat oleh 

pengunjung di taman 
rekreasi dan hutan 

dan tempat 
kamping, lihat 5519   
- Taman tempat 

kereta rumah, 
kamping untuk 
rekreasi, perkemahan 

untuk berburu dan 
memancing, tempat 

kamping dan area 
kamping, 
lihat 5519   

- Kegiatan pelayanan 
minuman dalam 

diskotek, lihat 5630   
- Persewaan peralatan 
untuk bersenang-

senang dan mengisi 
waktu 
luang, lihat 7721   
 
 

 

 



-17- 
 

Pasal 8 

(1) BUM Desa dapat melakukan penutupan unit usaha sebagai 

berikut : 

a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan; 

b. terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa menyebabkan 

pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan 

kerugian masyarakat Desa; 

c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Desa; 

d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa; dan/atau 

e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUM 

Desa. 

(3) Pada saat penutupan unit usaha BUM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atas Aset Desa yang dikelola, dipakai-

sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak 

dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau 

prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha 

BUM Desa. 
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BAB IV 

ORGANISASI BUM DESA 

Bagian Kesatu 

 

Pasal 9 

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa. 

 

 

Pasal 10 

(1) Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas : 

a. Musyawarah Desa; 

b. penasihat; 

c. pelaksana operasional; dan 

d. pengawas 

(2) Bagan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Anggaran Dasar ini. 

(3) Pelaksana operasional dan pengawas dilantik oleh Kepala Desa 

serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

Paragraf kesatu 

Musyawarah Desa 

 

Pasal 11 

(1) Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam BUM Desa. 

(2) Musyawarah Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya 

mengacu ketentuan perundang-undangan tentang tata tertib 

musyawarah Desa. 

(3) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

(4) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa. 

(5) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana 

operasional, penasihat, dan/atau pengawas. 

(6) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta 

difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 
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Pasal 12 

Musyawarah Desa terdiri atas : 

a. Musyawarah Desa Tahunan; dan 

b. Musyawarah Desa Khusus. 

 

Pasal 13 

(1) Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

12 huruf (a) dilaksanakan untuk: 

a. menyampaikan laporan pelaksana Pelaksana operasional, 

sebagaimana berikut : 

1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan 

penasihat untuk mendapat persetujuan musyawarah Desa; 

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan 

oleh musyawarah Desa menjadi rencana program kerja. 

b. Menetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam 

hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif. 

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program 

kerja oleh musyawarah Desa tahunan berarti : 

a. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab 

sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan 

BUM Desa yang telah dijalankan; 

b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab 

sepenuhnya kepada pengawas atas kegiatan pengawasan yang 

telah dijalankan; dan 

c. penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf, a, b dan 

huruf c dapat diterima selama tahun buku yang lalu, sejauh 

tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan 

keuangan dikecualikan atas kesalahan dan tindakan yang 

melanggar hukum. 

(4) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta 

BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tutup buku tahun 

sebelumnya. 

(5) Pelasanaan musyarawah Desa tahunan dilaksanakan selambat-

lambatnnya 30 hari setelah tutup buku tahun sebelumnya. 

 



-20- 
 

Pasal 14 

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 

huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan 

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya 

berada pada Musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional 

dan/atau pengawas kepada penasihat. 

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa 

khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum kegiatan 

dilaksanakan. 

 

Pasal 15 

(1) Musyawarah Desa dihadiri oleh: 

a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa; 

b. BPD; 

c. unsur masyarakat; dan 

d. para undangan 

(2) Peserta Musyawarah Desa terdiri dari : 

a. Peserta Wajib 

b. Peserta Undangan 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, 

terdiri atas : 

a. penyerta modal; 

b. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan 

c. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha 

BUM Desa/unit usaha BUM Desa. 

(4) Para undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d 

merupakan pihak terkait yang dihadirkan untuk mengikuti 

Musyawarah Desa, antara lain; 

a. Dinas kabupaten; 

b. Camat/OPD Kecamatan; 

c. Perguruan Tinggi; dan 

d. Pendamping profesional. 

(5) Peserta wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a 

merupakan peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara 

dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa; 
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(6) Peserta wajib Musyawarah Desa terdiri dari ; 

a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa 

b. BPD; dan 

c. Unsur masyarakat.  

(7) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b 

merupakan peserta yang hanya mempunyai hak bicara, 

mengajukan saran pendapat, mengikuti jalanya acara dan 

mengajukan pertanyaan dalam musyawarah.  

(8) Musyawarah Desa dilaksanakan apabila 2/3 dari peserta 

Musyawarah Desa telah hadir dibuktikan dari surat undangan 

dan/atau tanda kehadiran.  

(9) Keputusan Musyawarah Desa dinyatakan syah apabila terjadi 

kemufakatan atau disetujui sekuang-kurangnya lima puluh 

persen (50%) plus satu dari jumlah peserta yang hadir. 

 

Pasal 16 

Musyawarah Desa berwenang: 

a. menetapkan pendirian BUM Desa; 

b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya; 

c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan 

kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi 

kepenasihatan; 

d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana 

operasional BUM Desa; 

e. mengangkat pengawas; 

f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa; 

g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa; 

h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja 

yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah 

pengawas dan penasihat; 

i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah 

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 

Desa; 

j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, 

jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan 

pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 

Desa; 
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k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa; 

l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa; 

m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu; 

n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa; 

o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM 

Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada 

Desa; 

p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan 

pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan 

pengawas; 

q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa 

dengan aset BUM Desa; 

r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang 

harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, 

dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang 

diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; 

s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum 

dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas 

tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan 

pertanggungjawaban; 

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa 

karena keadaan tertentu; 

u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban 

dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan 

usaha BUM Desa; 

v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan 

w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen 

untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi 

kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa. 

 

Paragraf Kedua 

Penasihat 

 

Pasal 17 

(1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. 
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(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi 

kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi 

kepenasihatan. 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang 

perseorangan berasal dari masyarakat Desa setempat/masyarakat 

desa lain yang mempunyai kemampuan, dedikasi dan kemauan 

dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi 

kepenasihatan secara profesional dengan penuh tanggung jawab. 

(4) Jumlah anggota penasihat sebanyak 1 (satu) orang dengan 

mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas, 

efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan 

kebutuhan BUM Desa yang di putuskan dalam Musyawarah Desa. 

(5) Fungsi kepenasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dijalankan oleh pihak lain dengan tugas membantu Kepala Desa 

dalam pengelolaan BUM Desa sesuai kewenanganya. 

 

Pasal 18 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berwenang: 

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan 

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau 

perubahannya; 

b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program 

kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan 

kepada Musyawarah Desa; 

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional 

sesuai  keputusan Musyawarah Desa; 

d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara 

pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional 

BUM Desa; 

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun 

dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan 

kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa 

dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah 

Desa; 
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f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha 

BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan 

oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam 

laporan tahunan; 

g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM 

Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; 

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman 

BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar BUM Desa; dan 

i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja 

sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk 

kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar BUM Desa. 

 

Pasal 19 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 bertugas: 

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional 

dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 

b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan 

rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan 

Musyawarah Desa; 

c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi 

BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga; 

d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan 

pengelolaan usaha BUM Desa; 

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan 

pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah 

Desa; 

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan 

organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; 

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah 

Desa; dan 
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h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan 

pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa. 

 

Pasal 20 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berhak: 

a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi  

kepenasihatan; dan 

b. memperoleh penghasilan. 

c. Penghasilan sebagaimana dimasud huruf b dapat berikan sesuai 

kemampuan keuangan BUM Desa. 

 

Paragraf Ketiga 

Pelaksana Operasional 

 

Pasal 21 

(1) Pelaksana operasional dilaksanakan oleh direktur BUM Desa dan 

diangkat oleh Musyawarah Desa. 

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi 

persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, 

jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi 

untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.  

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

lebih dari 1 orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh 

MusyawarahDesa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa. 

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

(5) Dalam pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah 

seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua 

pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama. 

 

Pasal 22 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diangkat dari 

orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, 

dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa. 
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(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat meliputi: 

a. warga Desa CABEYAN ; 

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit 

yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur); 

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk 

melaksanakan tugas sebagai direktur; 

d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; 

e. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah 

usaha  dinyatakan pailit; 

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai 

usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; 

i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 

j. bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI, Polri, 

pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan/atau sedang menduduki 

jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur 

BUM Desa. 

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh musyawarah Desa sebagai Direktur. 

(5) Pelaksana Operasional yang sudah ditetapkan oleh musyawarah 

Desa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

Pasal 23 

(1) Direktur berhenti karena : 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; dan 

c. diberhentikan 

(2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf c karena : 

a. berakhir masa jabatan; 

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut; 
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c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga  dan/atau peraturan perundang-undangan; 

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau 

Desa; 

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau 

kepatutan yang  seharusnya dihormati sebagai direktur BUM 

Desa; dan 

f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

 

 

sumber : perda no 6/2020, pasal  

Pasal 24 

(1) Direktur dapat diberhentikan untuk sementara waktu 

berdasarkan keputusan musyawarah Desa disetujui dengan suara 

terbanyak. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

apabila direktur  melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melalaikan tugas 

kewajiban dan terlibat kasus    pidana sebelum mendapat 

keputusan pengadilan yang tetap. 

(3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa 

menunjuk seorang pelaksana tugas dari anggota direktur lainnya 

dengan persetujuan musyawarah Desa. 

(4) Kepala Desa membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian 

terhadap direktur yang diberhentikan sementara selambat 

lambatnya 7 hari terhitung dari tanggal pemberhentian. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan hasil 

kajian dan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk dibahas dalam 

musyawarah Desa. 

(6) Direktur yang diberhentikan sementara mempunyai hak 

pembelaan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa. 

(7) Paling lambat 30 hari setelah tim melaporkan hasil kajian 

investigasi, Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan 

musyawarah Desa untuk mengambil keputusan dan memberi hak 

kepada direktur yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan. 
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(8) Direktur yang tidak terbukti bersalah dalam pembelaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat diaktifkan kembali. 

(9) Apabila terjadi kekosongan jabatan direktur sebelum masa 

jabatannya berakhir yang disebabkan karena pengunduran diri, 

maka ditunjuk pelaksana tugas. 

(10) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari 

anggota direktur lainnya dan apabila tidak memiliki anggota 

direktur dapat dipilih diantara sekretaris atau bendahara sebelum 

dilakukan pergantian tetap.  

 

Pasal 25 

(1) Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan 

pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik 

selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik 

kepentingan. 

(2) Masa jabatan jabatan Direktur BUM Des pertama dihitung sejak 

diberlakukanya perubahan perdes pendirian BUM Desa Beja 

mulya 

 

Pasal 26 

Direktur berwenang: 

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati 

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya; 

b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa 

yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan 

keputusan Musyawarah Desa; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal 

organisasi maupun dengan pihak lain; 

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa 

termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi 

pegawai BUM Desa; 

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain 

sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-

undangan mengenai ketenagakerjaan; 
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f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan 

Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam 

Anggaran Dasar BUM Desa; 

g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan 

Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa 

atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai 

yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa; 

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai 

yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa; 

j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah 

Desa; 

k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak 

menunjuk penyelesai; dan 

l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan 

dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM 

Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan 

Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di 

luar pengadilan. 

 

Pasal 27 

Direktur bertugas: 

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 

BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam 

dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala 

kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa; 

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha 

BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; 

d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM 

Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah 

oleh penasihat dan pengawas; 
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e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan 

BUM Desa kepada penasihat; 

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah 

Desa; dan 

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan 

menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan 

kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa 

dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah 

Desa. 

 

 

Pasal 28 

Direktur berhak: 

a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala 

hal  dan dalam segala kejadian; 

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan 

bendahara; 

c. Memperoleh penghasilan sesuai dengan keuangan BUM Desa. 

 

Paragraf Keempat 

Pengawas 

 

Pasal 29 

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh 

Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam 

Musyawarah Desa. 

(2) pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 

orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai 

dengan kebutuhan BUM Desa. 

(3) pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana operasional 

BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga. 

(4) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, penyebutan 

struktur organisasi pengawas selanjutnya menjadi dewan 

pengawas dan salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai 

ketua dewan pengawas.  
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(5) Apabila pengawas lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), susunan pengurusanya sebagaimana berikut : 

a. ketua dewan pengawas; 

b. wakil ketua dewan pengawas merangkat sebagai anggota; 

c. sekretaris dewan pengawas merangap sebagai anggota; dan 

d. anggota 

(6) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat meliputi: 

a. warga Desa CABEYAN ; 

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit 

yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas); 

c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai 

pengawas; 

d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; 

e. tidak pernah dinyatakan pailit; 

f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah 

usaha dinyatakan pailit; 

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai 

usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; 

i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 

j. bukan dari unsur Perangkat Desa dan BPD. 

(7) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(8) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas. 

 

Pasal 30 

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa  

karena alasan: 

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

dan/atau peraturan perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/ atau 

Desa; 
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d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan 

yang seharusnya dihormati sebagai pengawas; 

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan 

f. mengundurkan diri. 

 

Pasal 31 

Pengawas berwenang: 

a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program 

kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan 

kepada Musyawarah Desa; 

b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas 

dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau 

perubahannya; 

c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman 

BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar BUM Desa; 

d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja 

sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk 

kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis 

keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka 

f. perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 

kepada Musyawarah Desa; 

g. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan 

audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau 

kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat 

merugikan BUM Desa; dan 

h. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM 

Desa. 

 

Pasal 32 

Pengawas bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan 

jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional 

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai 
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Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM 

Desa; 

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan 

tahunan kepada Musyawarah Desa; 

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan 

pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di 

ajukan kepada penasihat; 

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang 

diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada 

Musyawarah Desa; 

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan 

tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana 

operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa; 

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan 

pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah 

Desa; dan 

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan 

dalam Musyawarah Desa. 

 

Pasal 33 

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang ssesuai dengan 

kemampuan BUM Desa. 

 

Bagian Kedua 

Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama 

 

Pasal 34 

(1) Dalam mengurus dan mengelola BUM Desa pelaksana operasional 

dapat mengangkat pegawai.   

(2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. sekretaris; 

b. bendahara; dan 

c. pegawai lainnya 



-34- 
 

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai 

yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya 

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pegawai diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga Bum Desa yang ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Desa. 

 

Pasal 35 

Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang sesuai dengan 

kemampuan BUM Desa. 
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BAB V 

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN 

Bagian Kesatu 

 

Kepemilikan 

Pasal 36 

(1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa dimiliki 

oleh Desa.  

 

Modal 

Pasal 37 

(1) Modal BUM Desa terdiri atas:  

a. Penyertaan modal Desa; 

b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan 

c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah 

Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal. 

(2) Modal awal BUM Desa bersama dapat berasal dari : 

a. Penyertaan modal Desa; dan  

b. Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat 

Desa. 

(3) Penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa 

dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

(4) Penyertaan modal Desa dan/atau Penyertaan modal masyarakat 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa. 

 

Pasal 38 

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 

ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa : 

a. uang; dan/atau 

b. barang selain tanah dan bangunan. 
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Pasal 39 

(1) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 33 ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan 

hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, 

gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat. 

(2) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat 

dilakukan untuk : 

a. modal awal pendirian BUM Desa dan/atau 

b. penambahan modal BUM Desa. 

(3) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk 

penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b digunakan untuk : 

a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit 

Usaha BUM Desa; 

b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas 

usaha dan/atau  

c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu. 

(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa : 

a. uang; dan/atau 

b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan 

bangunan. 

 

Pasal 40 

(1) Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa 

dalam bentuk uang disalurkan kepada BUM Desa dan 

ditempatkan dalam rekening BUM Desa. 

(2) Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa 

dalam bentuk dicatat  dalam laporan keuangan BUM Desa. 

 

Pasal 41 

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, 

pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada 

penasihat dan pengawas. 

(2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah 
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dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana 

operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya 

rencana kegiatan. 

(3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

(4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan 

Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa. 

 

Pasal 42 

Modal awal BUM Desa Beja mulya berjumlah Rp.100.000.000,- (Lima 

Puluh Delapan Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

a. Penyertaan Modal Desa Rp. 100.000.000,- 

 

Bagian Kedua 

Aset 

 

Pasal 43 

(1) Aset BUM Desa bersumber dari: 

a. penyertaan modal; 

b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah; 

c. hasil usaha; 

d. pinjaman; dan/atau 

e. sumber lain yang sah. 

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara 

berkala dalam laporan keuangan. 

(3) BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan 

kaidah bisnis yang sehat 

 

Pasal 44 

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 39 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah 

Pusat,  Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya. 

(2) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa 

dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(3) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disalurkan langsung kepada BUMDesa dan dilaksanakan sewaktu-

waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa. 

(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM 

Desa. 

 

Bagian Ketiga 

Pinjaman 

 

Pasal 45 

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan 

memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, 

serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam 

negeri lainnya dengan ketentuan: 

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau 

pembentukan Unit Usaha BUM Desa; 

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok 

pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang 

tidak melebihi sisa masa jabatan direktur; 

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) 

tahun berturut-turut; 

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; 

dan 

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil 

manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan 

jaminan atau agunan. 

 

Pasal 46 

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 yang bernilai 

lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,- dilakukan setelah 

mendapat persetujuan Musyawarah Desa. 

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 yang bernilai 

kurang dari Rp 50.000.000,- dilakukan setelah mendapat 

persetujuan penasihat dan pengawas. 
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BAB VI 

KERJA SAMA 

 

Pasal 47 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kerja sama usaha; dan 

b. kerja sama non-usaha. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling 

menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan 

masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

meliputi; 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. Pemerintah Desa; 

d. dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga 

pendidikan;  

e. lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan 

hukum Indonesia; dan 

f. BUM Desa lain. 

 

Pasal 48 

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) 

huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama 

dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan aset Desa. 

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban 

atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk 

penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset 

Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu. 

 

Pasal 49 

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 

ayat (2) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan 
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pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak 

terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya. 

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa 

pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum 

status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 50 

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama 

dengan Rp 50.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan 

Musyawarah Desa; 

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 

50.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat 

dan pengawas; 

 

Pasal 51 

(1) Bentuk kerja sama usaha:  

a. Pengelolaan Aset Desa; 

b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat 

persetujuan Musyawarah Desa; 

(2) Bentuk kerja sama usaha:  

a. Kemitraan usaha dengan masyarakat desa; 

b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp.50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat 

persetujuan penasihat dan pengawas; 

 

Pasal 52 

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit: 

a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; 

dan 

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan 

dewan penasihat dan pengawas. 
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BAB VII 

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA 

 

Pasal 53 

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya 

dalam 1 (satu) tahun buku. 

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibagi atas: 

a. Pendapatan Asli Desa 40% 

b. Pemupukan Modal ke BUM Desa 35% 

c. Penghargaan Penasehat 5% 

d. Penghargaan Pengawas 5% 

e. Penghargaan Kinerja Pengelola 10% 

f. Sosial 5% 

g. Deviden Penyerta Modal ...% 

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf f untuk: 

a. pemberian bantuan untuk masyarakat miskin; dan 

b. bantuan bagi kelembagaan masyarakat desa. 

(4) hasil usaha untuk Pendapatan Asli Desa diberikan kepada 

Pemerintah Desa melalui mekanisme APBDesa. 
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BAB VIII 

PENGADAAN BARANG/JASA BUM DESA 

Bagian Kesatu Umum 

 

Pasal 54 

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang 

pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa, termasuk yang 

dananya bersumber dari: 

a. penyertaan modal Desa; 

b. penyertaan modal masyarakat Desa; 

c. hasil atau laba usaha; 

d. pinjaman; dan 

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 55 

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 wajib menerapkan prinsip : 

a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai 

pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis 

administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang 

dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang 

dan/atau jasa dan masyarakat Desa; 

b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik 

penyalahgunaan dan penyimpangan; 

c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus 

diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang 

optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; 

dan 

d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus 

sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang 

memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang 

pengadaan barang dan/atau jasa. 
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Pasal 56 

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 wajib menerapkan kebijakan meliputi: 

a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi 

pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi 

masyarakat; 

b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM 

Desa; 

c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan 

transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan 

melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa; 

d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi 

perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, 

harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan; 

e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

pengadaan; 

f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM 

Desa dan/atau kepada BUM Desa; 

g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan 

h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan 

risiko. 

 

Pasal 57 

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 harus menerapkan etika pengadaan meliputi: 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan 

pengadaan; 

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah 

penyimpangan; 

c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya 

pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya 

persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan; 
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f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi; dan 

g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan 

apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut 

diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

 
Pasal 58 

(1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan 

sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 dan mengikuti 

kelaziman praktik dunia usaha. 

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui 

swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan 

tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

(3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa 

melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia 

barang/jasa. 

 

Pasal 59 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia 

barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) 

dilakukan melalui: 

a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna 

memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa 

yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan; 

b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling 

sedikit 2 (dua) penawaran; 

c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa 

yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu 

penyedia barang dan/atau jasa; atau 
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d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang 

terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan 

harga pasar. 

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar 

yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana 

operasional, dan pengawas. 
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BAB IX 

PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA 

 

Pasal 60 

(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan dan menyusun laporan 

berkala  yang   memuat     pelaksanaan   rencana     program kerja   

BUM Desa, berupa : 

a. laporan semesteran; dan 

b. laporan tahunan. 

(2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

disampaikan kepada kepala Desa paling sedikit memuat ; 

a. laporan neraca dan laporan laba rugi semesteran beserta 

penjelasannya; dan 

b. rincian masaiah yang timbul selama 1 (satu) semester yang 

memengaruhi kegiatan BUM Desa. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah penasehat 

dan pengawas, paling sedikit memuat ; 

a. laporan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi unit usaha 

selama satu tahun buku beserta penjelasannya; dan 

b. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil 

yang telah dicapai; 

c. kegiatan utama BUM Desa perubahan selama tahun  buku; 

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 

memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan 

e. Laporan tugas dan kinerja penasihat, pengawas dan pelaksana 

operasional selama satu tahun. 

(4) Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu 

dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau 

Musyawarah Desa. 
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BAB X 

KERUGIAN BUM DESA 

 

Pasal 61 

(1) Apabila terjadi kerugian BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit 

oleh pengawas. 

(2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor 

independen. 

(3) penyelesaian atas kerugian dibahas dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa berdasarkan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 

(4) kerugian BUM Desa yang diakibatkan karena unsur kesengajaan, 

kelalaian dan/atau kesalahan oleh penasihat, pelaksana 

operasional dan pengawas menjadi tanggungjawab penuh secara 

pribadi. 

(5) dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas 

tidak menunjukan ithikad baik menyelesaikan seluruh 

tanggungjawabnya, maka penyesaian kerugian ditempuh melalui 

jalur hukum. 

(6) Kerugian BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan 

audit investigasi. 

 

Pasal 62 

Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas bebas dari seluruh 

tanggungjawab atas kerugian apabila; 

a. Kerugian tersebut bukan karena disengaja, kelalaian dan/atau 

kesalahan; 

b. telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik 

dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan  BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah 

Desa; 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 
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Pasal 63 

(1) Kerugian  BUM Desa yang diakibatkan karena murni kegagalan 

usaha tidak disebabkan karena kesengajaan, kelalaian dan/atau 

kesalahan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diakui 

sebagai beban BUM Desa. 

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian akibat 

kegagalan usaha dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, maka 

dibahas, diputuskan dan dinyatakan dalam musyawarah Desa. 

(3) Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat 

(2) dapat diambil pilihan kebijakan : 

a. apabila BUM Desa tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa 

dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan 

penghentian kegiatan Usaha BUM Desa; 

b. mengajukan permohonan pengadilan niaga; 

c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa; 

d. menutup sebagian Usaha BUM Desa, serta melakukan, 

reorganisasi BUM Desa; dan 

e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan. 
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BAB XI 

PENUTUP 

 
Pasal 64 

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

 KEPALA DESA CABEYAN 

  

TTD 

SUGIYONO 
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Lampiran II. Struktur Organisasi BUM Desa 

   

 
 

                                                     
 

                                                KEPALA DESA CABEYAN 

 
 TTD 

 
                                                     SUGIYONO 

PENASEHAT BUM DESA 
 

PENGAWAS 
 

DIREKTUR 
 

SEKRETARIS 
 

BENDAHARA 
 

PEGAWAI 

PENGELOLA BIDANG USAHA 

 

PENGELOLA BIDANG USAHA 
 
 
 


